BUPATI SLEMAN
'DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 24 TAHUN 2014

TENTANG

PENJABAF  ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

.Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan pPasal 6 Peraturan
Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2014 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman

" Tahun Anggaran 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati

tetang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah
Istimewa  Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi dan
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003,



10.

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan- Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

‘Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nortor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5495);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahén Daerah (Lembaga



11.

12.

13.

14,

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5589);
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan  Mulai ‘Berlakunya Undang-Undang 1950
Noror 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-
Dezerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah
Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028); ‘

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007  Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemeriitah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);



15.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerin:tah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

Minimal (Lembaran =~ Negara  Republik  Indonesia -

Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negarab
Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerlintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambshan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);



23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Norhor 5539;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan
Beldnja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan lLembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah; | -

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yan'g A

Bersumber dari /nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2004



Menetapkan

30.

31.

32.

Nomor 23 Seri E) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Sleman Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Daerah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);

Peraturan Daerah  Kabupaten  Sleman  Nomor 7
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008
Nomor 2 Seri E};

Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sleman  Nomor &
Tahun 2008 tentang Urusan PemeTintah Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran
Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 3 Seri E); N
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sleman Nomor 9 o
Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan E;elanja“ -

Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sleman Tahun 2013 Nomor 3 Seri A);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2015. '

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 terdiri atas:
a. Pendapatan daerah:

1. pendapatan asli daerah ................ Rp564.060.923.221,00

2. dana perimbangan ...................... Rpl.075.629.278.043,00

3. lain-lain pendapatan daerah yang sah .... Rp551.134.176.397,01
jumlah pendapatan daerah...................... Rp2.190.824.377.661,01




b. belanja daerah:

1. belanja tidak langsung

a) belanja pegawal..oo Rpl.124.858.474.456,02

b) belanja bunga .....oocceivnniiiin. Rp4.106.423.611,00

¢) belanja hibah .....ooovci Rp62.441.354.653,00

d) belanja bantuan sosial ..........ccoouin Rp34.036.605.000,00

e) belanja bagi hasil kepada pemerintah desa

.................................................. woeo... Rp37.135.750.728,00
f) belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan pemerintah
BESAu s e Rpl35.175.612,236,40
g) belanja tidak terduga .........ceevveernnn Rpl5.633.510.758,00
Rpl.413.387.731.442,42

2. belanja langsung

a) belanja pegawaiv .............................. Rpl147.949,178.704,00
b) belanja barang dan jasa .................. Rp426.134.852.340,00
) belanja modal ......ocoovovevvereercenn., Rp325.805.311.899,00
Rp899.889,342.943,00

Jumlah belanja daerah .......c........... Rp2.313.277.074.385,42

Defisit sebesar .....coovvviiiiieiinennes (Rpl122.452.696.724,41)

c. pembiayaan:

1. penerimaan pembiayaan sebesar....... s Rpl42.287.949.224,41

2. pengeluaraan pembiayaan sebesar......... Rp19.835.252.500,00

Jumlah pembiayaan neto ................ Rp122.452,696.724,41
Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana

tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tercantum

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.



Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam
dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasald

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman

pada tanggal 31 Desember 2014

UPATI“SLEMAN,
3

B

... SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman

pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHU2014NOMOR 6 SERI A



